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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit jual beli 
sepeda motor di  PT. Asli Motor Klaten dan hambatan yang timbul dan solusinya 
dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di  PT. Asli Motor Klaten. Metode 
penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi 
penelitian secara in concreto. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, 
sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui interview, literatur 
maupun studi pustaka, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjiaan kredit kendaraan antara 
perusahaan penjual dengan konsumen/pembeli adalah hubungan kredit kendaraan 
yang saling menguntungkan dan disepakati bersama, namun secara hukum kedua 
belah pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang karena konsumen/ 
pembeli berada di posisi yang lemah yang hanya bisa menerima perjanjian kredit 
sepeda motor dari pihak perusahaan penjual, maka kedua belah pihak harus 
mempunyai itikad yang baik dan komitmen kuat dalam melaksanakan perjanjian 
kredit kendaraan dengan prinsip saling menguntungkan. Hambatan yang dihadapi 
dalam pelaksanaan perjanjian adalah sering muncul salah tafsir terhadap isi 
perjanjian yang dilakukan oleh konsumen/pembeli yang disebabkan pengetahuan 
yang dimiliki kurang baik, dan tidak membaca secara teliti isi perjanjian yang 
ditandatangani tersebut. 
 
Kata kunci: perjanjian kredit, jual beli, leasing  
 
ABSTRACT 
This study aims to investigate the implementation of a credit agreement of sale 
and purchase of motorcycles in PT. Genuine Motor Klaten and obstacles that arise 
and solutions in the credit agreement of sale and purchase of motorcycles in PT. 
Genuine Motor Klaten. The research method using normative juridical approach 
to the specification of research in concreto. The data source consists of primary 
legal materials, secondary and tertiary. Data were collected through interviews, 
literature and the literature, then the data were analyzed by descriptive qualitative. 
The results showed that the implementation of the pact vehicle loans between 
companies selling to the consumer / buyer is credit relationships vehicle mutually 
beneficial and mutually agreed, but legally the two sides have a position that is not 
balanced because the consumer / buyer is in a weak position that can only receive 
motorcycle loan agreement from the company seller, then both sides should have 
a good faith and a strong commitment to implement the agreement on vehicle 
loans with the principle of mutual benefit. Obstacles encountered in the 
implementation of the agreement is frequent misinterpretation of the contents of 
the agreement made by the consumer / buyer resulting knowledge is not good, and 
did not carefully read the contents of the agreement signed today. 
 
Keywords: credit agreements, sale and purchase, leasing 
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PENDAHULUAN 
Kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari bermacam-macam 
kebutuhan. Manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua 
kebutuhan tersebut. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada 
orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Seorang wiraswasta membutuhkan 
tempat usaha yang strategis, terutama bila usaha yang digeluti tengah mengalami 
kemajuan pesat. Untuk mendapatkan tempat usaha yang baru tersebut ada 
berbagai cara yang dapat ditempuh, di antaranya adalah dengan melakukan jual 
beli sepeda motor dengan pihak lain. Adanya hubungan jual beli sepeda motor 
tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang 
dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian 
lisan bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis.
1
 
Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu 
dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek 
hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain 
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakati. 
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, berbunyi: “Perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih dengan mengikatkan dirinya 
terhadap saru orang atau lebih”.2 
Perbuatan suatu perjanjian, para pihak di dalamnya harus memenuhi syarat 
sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat 
mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 
suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian utang-piutang dalam 
perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang 
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dibuat dengan akta notaris. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam tersebut 
muncul hukum yaitu hubungan perutangan di mana ada kewajiban berprestasi dari 
debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur.
3
 
Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak 
memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun 
tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah 
satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati 
bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun 
debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai apa yang 




Salah satu perusahaan penjualan sepeda motor adalah  PT. Asli Motor, 
yang memfokuskan pada pemasaran penjualan produk resmi sepeda motor merk 
Honda. Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen,  PT. Asli Motor 
(produsen) mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), khususnya untuk 
melayani konsumen (pembeli) dalam jumlah yang banyak mengenai barang 
dan/atau jasa sejenis. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian 
dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif 
dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional. 
PT. Asli Motor, dalam melakukan jual beli menggunakan bentuk 
perjanjian baku yang mangikat para pihak. Klausula-Klausual dalam perjanjian 
tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak 
yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian 
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jual beli kendaraan bermotor (sepeda motor), yang ternyata paling banyak dipakai 
dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki 
barang yang diingikan tersebut. Dalam praktek perjanjian jula beli, bukan 
merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil 
(penyerahan uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka ada dan 
barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa dirinya terkait oleh 
perjanjian itu. 
Penelitian ini dilakukan pada  PT. Asli Motor karena produk Honda 
semakin marak dan disukai oleh konsumen (pembeli), akan tetapi tidak jarang 
konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, yaitu 
dengan adanya penunggakan pembayaran, atau melakukan pembayaran ganda 
selain itu adanya penarikan barang (obyek) menurut perjanjian yang 
dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek 
(kendaraan bermotor) dari perjanjian. Penarikan menurut undang-undang akan 
memerlukan waktuyang relatif lama, karena harus melalui perintah hakim. Untuk 
menghindari resiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan 
penarikan barang objek jual beli (sepeda motor) secara langsung, sehingga banyak 
resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak 
dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk 
memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.  
Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda 
motor di  PT. Asli Motor Klaten dan hambatan yang timbul dan solusinya dalam 




Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 
spesifikasi penelitian secara in concreto. Sumber data terdiri dari bahan hukum 
primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui interview, 
literatur maupun studi pustaka, sedangkan metode penyajian data dilakukan 
dengan cara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jual Beli Sepada Motor di PT. Asli Motor 
Klaten 
Perjanjian kredit sepeda motor antara PT. Asli Motor Klaten dengan 
konsumen/pembeli adalah perjanjian baku sepihak. Perjanjian kredit sepeda motor 
ini merupakan perjanjian yang hanya dibuat oleh PT. Asli Motor Klaten, 
konsumen/pembeli yang tergabung menjadi konsumen/pembeli hanya menerima 
atau menolak perjanjian tersebut. Dalam transaksi bisnis dengan memakai 
perjanjian baku, sangat terbuka kemungkinan bagi pihak pelaku usaha untuk 
melakukan pembatasan atau penghapusan tanggung jawab. Dalam arti, bahwa 
pelaku usaha dapat menentukan sendiri ketentuan-ketentuan tentang pengalihan 
tanggungjawab dan/atau resiko, dari pihak pelaku usaha (exonerant) kepada pihak 
adherent, dalam sebagian dari beberapa syarat baku yang ditetapkan sepihak itu. 
Syarat semacam itu dalam hukum disebut dengan istilah exoneratie clause (klausa 
eksonerasi), yaitu syarat dalam suatu perjanjian di mana satu pihak membebaskan 
diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
5
  
Kredit sepeda motor /kredit kendaraan bisnis selalu mempunyai risiko, 
oleh sebab itu dilakukan perjanjian kredit kendaraan antara perusahaan penjual 
dengan para konsumen/pembeli. Perusahaan mengikatkan diri dengan 
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konsumen/pembeli untuk membuat sebuah perjanjian kredit sepeda motor (kredit 
kendaraan). Di dalam perjanjian kredit sepeda motor terdapat kesepakatan antara 
pihak-pihak yang ingin mengadakan kredit sepeda motor, maka perjanjian kredit 
sepeda motor menimbulkan hak dan kewajiban, di mana para pihak yang 
dimaksud harus dengan sungguh-sungguh melaksanakannya. Perjanjian kredit 
sepeda motor sebagai perjanjian timbal balik. Demi menghindari risiko yang 
timbul maka dalam isi perjanjian telah dicantumkan beberapa pasal yang sifatnya 
mencegah sengketa di antara kedua belah pihak dan sudah disosialisasikan 
sebelumnya pada para konsumen/pembeli. 
Hasil penelitian di lapangan, perjanjian dilaksanakan setelah kedua belah 
pihak menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit sepeda motor. Perjanjian 
kredit sepeda motor dilakukan dengan jangka waktu sepuluh bulan. Pelaksanaan 
suatu perjanjian pada dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan 
hak secara timbal balik antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian terpengaruh dengan 
adanya kewajiban yang tidak dipenuhi.
6
 Hak dan kewajiban para pihak dapat 
dilihat pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Kredit sepeda motor.  
Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau memutuskan 
perjanjian, tergantung isi klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit sepeda 
motor. Suatu perjanjian dapat mencapai tujuan atau tidak, bergantung pada 
pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak.  
Perjanjian kredit sepeda motor antara PT. Asli Motor Klaten dengan 
konsumen/pembeli merupakan salah satu contoh perjanjian tertulis mengenai 
kredit sepeda motor di PT. Asli Motor Klaten. Perjanjian tersebut membahas 
tentang kredit sepeda motor antara perusahaan dengan konsumen/pembeli yang 
                                                          
6
 Abdul Kadir Muhammad, 2010, Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 310. 
7 
menggunakan pembelian secara kredit, dimana PT. Asli Motor Klaten sebagai 
perusahaan penjual dan konsumen/pembeli. Pelaksanaan perjanjian kredit sepeda 
motor tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan isi 
perjanjianjian yang mereka tandatangani. 
Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan 
undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak 
dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak 
atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada 
keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum 
perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai 
hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut 
memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang 
sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan 
demikian oleh undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang 
harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian 
terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan undang-
undang. 
PT. Asli Motor Klaten dalam memberikan kredit pada harus 
memperhatikan persetujuan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak secara 
tertulis, selain itu adanya obyek perjanjian yang mewajibkan pihak debitur untuk 
membayar angsuran beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Penjelasan 
tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit dalam hal 
ini PT. Asli Motor Klaten (kreditur) dan penerima kredit (konsumen) didasarkan 
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Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh 
kedua belah pihak, maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan 
kewajiban para pihak. Dengan kata lain mereka terikat oleh perjanjian kredit 
tersebut, yaitu antara pemberi kredit dalam hal ini pihak PT. Asli Motor Klaten 
dan konsumen (pembeli). Dalam hal ini batasan tentang definisi perjanjian diatur 
dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu 
perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang lain atau lebih.” 
Pelaksanaan perjanjian kredit jual beli yang dilakukan oleh PT. Asli Motor 
Klaten telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan 
PT. Asli Motor Klaten untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor 
roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan 
kendaran bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang 
halal, sehingga konsumen tidak akan dirugikan.
8
 
Berdasarkan hasil penelitian perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor 
roda dua pada PT. Asli Motor Klaten sebenarnya merupakan perjanjian timbal 
balik atau perjanjian baku. Dapat dikatakan perjanjian baku karena dalam 
perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua tersebut terdapat hak dan 
kewajiban dari kedua belah pihak yaitu PT. Asli Motor Klaten selaku kreditur dan 
pihak konsumen selaku debitur. PT. Asli Motor Klaten maupun pihak konsumen 
berkewajiban mentaati isi perjanjian kredit jual beli yang telah disepakati 
bersama. Hak konsumen atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua. 
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Semua perjanjian kredit, termasuk dalam perjanjian kredit sepeda motor 
diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari 
pembayaran kredit bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang 
sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar 
lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, 
tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, 
walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 
adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli 
tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk 
apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga disebutkan hal yang dapat 
dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran 
angsuran seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik.  
Klausula tersebut menunjukan adanya sikap pengamanan (security) yang 
berlebihan dari penjual terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari 
barang otomotif yang merupakan barang kredit. Berdasarkan harga kredit yang 
dibebankan kepada pembeli pada setiap bulan yang tercantum dalam perjanjian, 
harga dapat dikatakan termasuk tinggi /besar untuk ukuran harga jual, sehingga 
dapat diasumsikan bahwa harga kredit bukanlah harga jual kontan melainkan 
harga jual yang dicicil pembayarannya.
9
 
Perjanjian kredit sepeda motor yang penulis teliti, bentuk perjanjian adalah 
akta di bawah tangan, dalam hal ini kekuatan pembuktian akta di bawah tangan 
biasa tidak sama dengan akta otentik. Akta otentik mepunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna daripada akta dibawah tangan. Akta di bawah tangan 
kekuatan pembuktiannya akan sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan 
atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masing-masing tanda 
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tangannya. Apabila suatu akta di bawah tangan diakui isi dan tandatangannya oleh 
masing masing pihak, maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta 
otentik, perbedaannya terletak pada kekuatan pembuktian keluar, yang tidak 
secara otomatis dimiliki oleh akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan ini 
seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 KUHPerdata tidak akan dapat 
mempunyai kekuatan pembuktian keluar terhadap pihak ketiga terkecuali sejak 
hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris, oleh sebab itu sebaiknya perjanjian 
kredit sepeda motor antara PT. Asli Motor Klaten dengan konsumen/pembeli 
tidak berbentuk akta di bawah tangan yang hanya ditandatangani oleh kedua belah 
pihak tetapi seharusnya didaftarkan pada Notaris sehingga bentuk perjanjian 
kredit sepeda motor adalah akta waarmerken. 
Selanjutnya, dalam klausula lain dari perjanjian kredit sepeda motor 
disebutkan, bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, 
maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual 
dengan harga pasaran. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi 
angsuran-angsuran, denda-denda yang belum dibayar oleh pembeli, maupun 
biaya-biaya yang dikeluarkan penjual untuk pengambilan kembali kendaraan 
tersebut. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan, maka pembeli wajib 




Berdasarkan isi klausula tersebut dapat diasumsikan bahwa perjanjian 
tersebut merupakan perjanjian jual beli, karena uang-uang angsuran tetap 
diperhitungkan. Pengaturan mengenai resiko dalam perjanjian kredit sepeda motor 
menentukan bahwa pembeli menanggung sepenuhnya resiko yang dihadapi, 
bahkan dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu pada 
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barang kendaraan bermotor baik seluruh ataupun sebagian yang menyebabkan 
musnahnya barang karena sebab apapun, termasuk pada keadaan memaksa 
(overmacht) sekalipun, pembeli wajib membayar kerugian kepada penjual 
sejumlah harga yang disesuaikan dengan nilai barang kendaraan bermotor 
tersebut, dengan menguranginya dengan harga sewa bulanan yang sudah 
dibayarkan. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko yang tidak 
diinginkan, pada prakteknya penjual mewajibkan pembeli untuk mengasuransikan 
objek sewa beli kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh penjual, 
sedangkan premi asuransi dibebankan kepada pembeli. 
Perjanjian kredit sepeda motor pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa 
yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif 
yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau 
tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran 
angsuran/cicilan oleh pembeli.
 11
 Akta perjanjian kredit dalam praktek berbentuk 
perjanjian baku (standard contract), yang disebut dengan “Surat Perjanjian Sewa 
Beli” Perusahaan motor tersebut menyodorkan bentuk perjanjian yang berbentuk 
formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada. Akta perjanjian itu dapat 
langsung mengikat para pihak apabila konsumen setuju mengenai klausul-klausul 
dari akta perjanjian itu dan di mana telah ditandatangani kedua belah pihak. 
 
Hambatan yang Timbul dan Solusinya dalam Perjanjian Kredit Jual Beli 
Sepeda Motor di PT. Asli Motor Klaten 
Perjanjian kredit kendaraan bermotor antara PT. Asli Motor  Klaten dan 
konsumen/pembeli di Kabupaten Klaten merupakan salah satu bentuk perjanjian 
usaha dengan tujuan utama menyediakan kendaraan bermotor khususnya sepeda 
motor kepada penmbeli. Perjanjian kredit kendaraan muncul sebagai alternatif 
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untuk menanggapi pasar yang makinmen diversifikasi (luas dan terbuka) dan 
lingkungan yang dinamis. Pada kenyataannya perjanjian ini banyak mengalami 
hambatan dan kegagalan dalam pelaksanaanya, hal ini disebabkan tidak hanya 
masalah kepastian hukum tetapi juga perilaku birokrat yang bekerja tidak 
profesional.  
Perlu dipahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam 
bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan 
sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya tidak 
menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan 
apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan 
apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. 
Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar 
perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. 
Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian kredit jual beli konsumen kendaraan 
bermotor roda dua PT. Asli Motor Klaten timbul hambatan dan atau masalah yang 
menyertai. 
Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan 
kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Asli Motor Klaten 
adalah: 
Pertama, hambatan internal, antara lain: (a) Itikad tidak baik dan /atau 
kekurangmampuan dari karyawan bagian CMO mengenai observasi terhadap 
konsumen, (b) Kurangnya penilaian dalam proses pemberian kredit, (c) 
Kelemahan pembinaan kredit. Adapun solusi penyelesaiannya adalah:  
(a) Menindak tegas terhadap karyawan yang melakukan itikad tidak baik dengan 
cara memindahtugaskan atau menurunkan jabatan yang disandang karyawan 
tersebut; (b) Memberikan pelatihan dan pemahaman khususnya kepada bagian 
analis kredit agar pemberian kredit benar-benar produktif; (c) Menambah 
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karyawan di lapangan terutama dibagian pembinaan kredit sehingga kredit-kredit 
bermasalah dapat berkurang. 
Kedua, hambatan eksternal. Kelambatan dan atau penunggakan 
pembayaran angsuran oleh konsumen atau costumer. Masalah keterlambatan dan 
atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul 
oleh PT. Asli Motor Klaten selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada 
konsumen. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah seorang konsumen yang 
terlambat membayar angsuran selama 15 hari, kemudian pihak PT. Asli Motor 
Klaten memberikan surat peringatan yang langsung diantarkan ke rumahnya oleh 
salah satu karyawan PT. Asli Motor Klaten. Namun sebelum datangnya surat 
peringatan tersebut konsumen telah beberapa kali didatangi oleh PT. Asli Motor 




Demikian juga dengan yang dialami oleh konsumen lainnya 
mengungkapkan bahwa terlambat membayar angsuran selama 2 bulan, sehingga 
dia mendapatkan beberapa kali surat peringatan dari PT. Asli Motor Klaten 
setelah surat peringatan tersebut sampai akhirnya sepeda motor miliknya ditarik 
oleh PT. Asli Motor Klaten. Setelah ditarik beliau diberi waktu oleh PT. Asli 
Motor Klaten selama 7 hari untuk membereskan keterlambatan tersebut. Faktor 
penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau 
customer dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi 
tiga kelompok, yaitu: (a) Administrasi, berupa transfer belum masuk, giro inkaso, 
tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo, (b) Cash flow, berupa tanggal jatuh 
tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income 
atau gajian, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana, dan  
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(c) Karakter, berupa customer raib atau melarikan diri, customer memindah-




Adapun bila terjadi permasalahan wanprestasi, pihak PT. Asli Motor 
Klaten melalui debt collector melakukan perampasan di jalan dapat  dikenai 
tindakan hukum pidana perampasan, tindakan debt collector tersebut biasanya 
dilakukan atas perintah PT. Asli Motor Klaten. Hal ini dapat dilaporkan ke pihak 
Kepolisian akan tetapi selama ini pihak debitur (konsumen) takut melakukan 
pelaporan pada Kepolisian karena merasa telah melakukan kesalahan tidak 




Pertama, pelaksanaan perjanjiaan kredit kendaraan antara perusahaan 
penjual yang ada di Kabupaten Klaten dengan konsumen/pembeli adalah 
hubungan kredit kendaraan yang saling menguntungkan, dalam pelaksanaan 
perjanjian kredit sepeda motor yang disepakati bersama, secara hukum kedua 
belah pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang karena 
konsumen/pembeli berada di posisi yang lemah yang hanya bisa menerima 
perjanjian kredit sepeda motor dari pihak perusahaan penjual, tetapi dengan latar 
belakang yang berbeda, baik dari segi permodalan, SDM maupun manajemen, 
maka kedua belah pihak harus mempunyai itikad yang baik dan komitmen kuat 
dalam melaksanakan perjanjian kredit kendaraan dengan prinsip saling 
menguntungkan. 
Kedua, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian adalah 
sering muncul salah tafsir terhadap isi perjanjian yang dilakukan oleh 
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konsumen/pembeli yang disebabkan pengetahuan yang dimiliki kurang baik, dan 
tidak membaca secara teliti isi pernjanjian yang ditandatangani tersebut. 
 
Saran 
Pertama, bagi konsumen/pembeli, sebaiknya bentuk perjanjian kredit 
sepeda motor adalah akta waarmenken atau akta di bawah tangan yang telah 
didaftarkan pada Notaris. Hal tersebut berguna sebagai kekuatan pembuktian dari 
perjanjian kredit sepeda motor tersebut sehingga kekuatan pembuktiannya dapat 
sempurna layaknya akta otentik. 
Kedua, bagi Pemerintah Kabupaten Klaten, diharapkan adanya perangkat 
peraturan perundang-undangan yang berbentuk keputusan yang bersifat 
beschikking (final, konkrit, individu) pada Kabupaten Klaten yang berfungsi 
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen/yang cenderung di posisi 
yang lemah daripada perusahaan penjual karena pada kenyataan di lapangan peran 
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